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KATA PENGANTAR

IBerk;énaan dengan berakhimya tahun anggaran 2019 berdasarkan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformas; Birokrasi Nomor 29
Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksj Presiden RI Nomor 7 Tahun
1999, temang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap Instansi
Pemerintah wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip)
pada setiap akhir tahun, '

ILapolran‘ Ak}mtabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan suatu
media permﬂggungiawaban yang sistematis yang dapat memberikan gambaran tentang
keberhasilan maupuﬁ kegagalan aparatur organisasi perangkat daerah terhadap
pela_ksainaan§ peraturan daln prosedur yang berlaku, serta menggambarkan
mengenai kemajuan pcngevaiuasian kinerja secara transparan di setiap penentuan
kebijakan, dalam péngambiian keputusan yang dikerjakan m
dan prosedlflr yang telah ditetapkan. Selain ijtu dapat men
efisiensi dan efektivitas bliaya, serta kedisiplinan dan ke

engacu pada sistem
ggambarkan tentang
taatan terhadap jadwal
kegiatan yahg telah disusun yang merupakan langkah strategis dan tindakan
oprasional llintuk merealisasikan capaian kinerja dan capaian sasaran.

Sejalan dengan adanya ketentuan tersebut, maka dengan berakhirnya
Tahun: Anggaran 2019 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga dan Keluarga
Berencana Ilaemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores
Timur telah| menyusun LAKIP sebagai pertanggungjawaban kinerja secara
transparah . dan akuntabel mengenai keberhasilan maupun kegagalan
pelaksanaaﬂ kegiatah yang j‘tel:ah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun
Tahun Anggaran 2019, dalam rangka upaya mewujudkan Visi dan Misi Dinas
Pengehdalién Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur guna mendukung terwujudnya Visi dan
Misi Kébupéten Flores Timur,

Deng!;'an adanya LAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores
Timur ini diharapkan yang berkepentingan mendapatkan gambaran tentang

capaian kinerja dan hambatan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya.
i |
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‘ Ucap'an terima kasih yang sebesar- besarnya kami haturkan kepada semua
pihak yang:; telah membantu dalam penyusunan LAKIP Dinas Pengendalian
Penduduk dgn Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perfindungan
Anak, Kabugaten Flores TimurTahun 2019,

, .

|

Larantuka, Januari 2020
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga %) *
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak
Kabupaten flgres Timur,

SRI ARDI RAHAMU, S.Sos, MAP
Pembina TK.I
Nip. 19691016 199903 2 007
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan bergulimya era reformasi birokrasi pada Pemerintah
pusat maupun Pemerintah daerah yang merupakan suatu keharusan dalam
upaya mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance) maka pada
tatanan Pemerintah daerah diamanatkan untuk melakukan koreksi dan
penyempumaan terhadap segala  kekurangan yang terjadi  pada |
pelaksanaan kebijakan desentralisasi, sebagai penyelenggaraan otonomi
daerah. Dalam upaya pemberdayaan perangkat daerah, otonomi dapat lebih
meningkatkan pelayanan dan  kesejahteraan masyarakat,  dengan
mengembangkan sistem administrasi pelayanan publik yang prima, cepat,
tanggap, transparan dan akuntabel.

Salah satu  implementasi

untuk terwujudnya penyelenggaraan

Pemerintahan yang baik (Good Governance), berdaya guna dan berhasil
guna, bersih dan bertanggungjawab, maka setiap Instansi Pemerintah wajib
membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang ‘
merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Menteri Negara 1
Pendéyagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun

2010; tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Intruksi Presiden RI Nomor
7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP)serta Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah ini merupakan suatu media pertanggungjawaban yang sistematis
yang dapat memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan
aparatur organisasi perangkat daerah terhadap pelaksanaan peraturan dan
prosedur yang berlaku, serta menggambarkan nmengenai kemajuan
pengevaluasian kinerja secara transparan di setiap penentuan kebijakan, dalam
pengambilan keputusan yang dikerjakan mengacu pada sistem dan prosedur
yang telah ditetapkan.

Selain itu dapat menggambarkan tentang efisiensi dan efektivitas
biaya,serta kedisiplinan dan ketaatan terhadap jadwal kegiatan yang telah
disusun yang merupakan langkah strategis dan tindakan oprasional untuk
merealisasikan capaian kinerja dan capaian sasaran.
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. Sejalan dengan diberlakukannya Undang- Undang Nonor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti Undang- Undang
Noml)r 22 Tahun 1999 dan diterbitkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah
Kabupaten Flores Timur berupaya dan bertekad untuk mewujudkan
'Peme!ﬁnlahani yang baik (Good Governance), terselenggaranya manajemen
' dan pclayanaq administrasi publik yang akuntabel dengan pelayanan prima,
' ‘ccf;a‘ tanggapi dan train'sparan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang
tersedia.

| Untuki ituDinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabd:paten ﬂoms Timur mempunyai peran posisi yang sangat strategis
Iuntuk mewujudkan penyelenggaraan melaksanakan sebagian kewenangan
daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dan meningkatkan
~ kualitas dan kuantitas pelayanan Keluarga Berencana serta ketahanan
keluﬁrga, serta menir'\gkatkan kapabilitas manajemen dan kapasitas sumber
daya yang bermutu.

' Sebagai landasan yuridis formal dan instrument untuk mengukur
serta méngevaluasi pertanggungjawaban kinerja dan pelaksanaan tugas para
pejall)at publik pada berbagai level di Instansi Pemerintah, maka Pemerintah
! 'telaﬂ mengeluarkan beberapa kebijakan melalui :

1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme(KKN);

2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Intruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP),

4. Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja,
I;elaporan‘ Kinerjé dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
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B.. GAMBARAN QMUM DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERE|NCANA. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1. Tugas Pokok dan Fungsi’
Berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 78 Tahun 2016 tentang
kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Dinas Pengendalian
Pendyduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
‘ vAnakl mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan
 Pemerintah Bidang Pengéndalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perernpuan dan Perfindungan Anak

Adapun fungsi pelaksanaan tugas Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan adalah sebagai berikut :

a. Perumusan Kebijakan Bidang Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1Pe|aksanaan Kebijakan Bidang Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga

‘Berencana. Pembérdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

‘€. |Pelaksanaan Administrasi Dinas

.Pembinaan, Pengordinasian, dan pengendalian urusan Bidang Pengendalian

@Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

:Pedindungan Anak

e. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Bidang Pengendalian Penduduk
idan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

C. LINGKUNGAN STRATEGIS
1. Sumber Daya Manusia
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
: danéPerlindungan Anak Kabupaten Flores Timur dalam menjalankan tugas dan
funglsinya did.ukung oleh berbagai sumber daya seperti sumber daya tenaga,
keuangan, sarana -dan prasarana,serta Perbekalan KB berupa Alatdan Obat
Kon{rasepsl ]( Alokon) .. Berikut ini akan disampaikan uraian terkait sumber daya-
sumber daya sebagai Input dalam pelaksanaan tugasnya.
i
D. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
‘Tugas pokok dan fungsu ( Tupoksi ) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Flores Timur Nomor: 11 Tahun 2017, adalah sebagai berikut :
Dinz;s mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan
pemzerimahan‘ yang ' menjadi kewenangan daerah bidang pengendalian
,pcnduduk dan  keluarga  berencana pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
|

]
|
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Dnlm;n melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam , Dinas
mempunyai fungsi :
a. penyusunan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah
dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan  yang menjadi
- kewenangan dacrah bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;
pelakstlmaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
| bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
C, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pengendalian
j penduduk dan keluarga berencana;
d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan

e/ pelaksanaan f‘ungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

;Kep:!ala Dinas
:l. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan,
rﬁengamhkan, membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kelwenangan daerah bidangpengendalian penduduk dan
k:eluarga berencana serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada
Daerah.
18, Dfalam ményelenégsrakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(¢)) Kepa}& Dinas mempunyai fungsi :
Ca Penetapan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan
; Daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi ke\yenangan daerah bidang pengendalian penduduk dan
ke!uarga b:.m:ncana;
b Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
| menjadi kewenangan Daerah bidang pengendalian penduduk dan
‘ keluarga berencana,
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan
! pemerintahan yang menjadi  kewenangan daerah bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.
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Sekretariat

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan

dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretaris. mempunyai tugas pokok mendukung pelaksanaan tugas dan
f““SSl Dinas dalam hal pengelolaan administrasi perencanaan dan program,
keuangan serta kepegawaian dan umumdi lingkungan Dinas serta
me“BkoordmaSIkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang- bidang.

3. Ualam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 2

Sekretaris mempunyai fungsi :

| a. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan, program  dan
1 anggaran di lingkungan Dinas;
. Pcmbinaah dan pemberian dukungan administrasi yang
méliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah
ta_.hggaan. kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
i b Pémbinaap' dan pengkoordinasian penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan di lingkup Dinas;
c. Pengkooréinasikan penyusunan peraturan perundang- undangan
| diilingkup‘I Dinas;
i d pengelola;m barang/kekayaan milik daerah dan/atau negara di
lingkup Dinas;
e. Péngkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang- bidang;
' dan
" f Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait dengan
; tugas dan fungsinya
4. Sekretariat membawahkan :

a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;

b. Sub Bagian Keuangan, dan

¢. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

(1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam  hal fasilitasi,
koordinasi,
dan/atau pengelolaan penyusunan program, perencanaan dan pelaporan
Dinas.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis/operasional Sub Bagian Program

B dan Pelaporan;

b. Pembcnan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dalam hal

i pengelolaan dan penyusunan perencanaan, program dan pelaporan;
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Pembinaan pengelolaan dan penyusunan program, perencanaan dan

pelaporan Dinas; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan pimpinan terkait dengan

tugas pokok dan fungsinya,

(1) Sub Bagian keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

. tugas Sckretaris dalam hal pengelolaan administrasi keuangan Dinas.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
| & penyusunan kebijakan teknis/operasional Sub Bagian Keuangan,
b. pelayanan administrasi keuangan Dinas; dan
' €. pengelolaan dan pembinaan administrasi keuanganDinas; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan pimpinan terkait
dengan tugas pokok dan fungsinya
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas  sekretaris dalam  pengelolaan
administrasi umum dan Kepegawaian Dinas.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

~ ayat Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis/operasional Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian ;

b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang
meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumah tanggaan,
kerjasama, hubungan masyarakat, arsip serta dokumentasi;

c. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan pimpinan terkait

‘ dengan tugas pokok dan fungsinya.

s
Bidang Pengendallan Penduduk
(1) Bldang Pengendallan Penduduk, mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebaglan tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengelolaan,
pcmbiﬁaan, monitoring dan evaluasi terkait, advokasi dan kerjasama

pengchda!ian penduduk.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi danKerjasama mempunyai fungsi:
a. ;;crumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan
Daerah dalam hal advokasi dan kerjasama pengendalian penduduk;
b. ;;elaksanahn kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah

dalam hal advokasi dan kerjasama pengendalian penduduk;
C pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal advokasi dan kerjasama

pengendahan penduduk;
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(3)

d  pelakeanasn adminiey aei Dinas dat
pengendalian penduduk. dan

e pelaksanaan tugas 1a
fugas

am hal advokasi dan kerjasama

N yang dberikan pimpinan terkait dengan

pokok dan fungsinya
Bidang Pengendalian Penduduk,
membawakhi :
a. Seksi Advokasi dan Kerjasama,

b. Seksi Pengendalian Pergerakan Penduduk; dan
C. Seksi Data dan Informasi

Bidang Keluarga Berencana

m

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan, monitoring

dan evaluasi terkai pengelolaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi,
pelayanan keluarga berencana serta kesertaan ber- keluarga berencana.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Bidang  Keluarga Berencana, mempunyai fungsi :

a. perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah
dalam hal pengelolaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi, spelayanan
keluarga berencana serta kesertaan ber-keluarga berencana;

b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah
dalam hal pengelolaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi,pelayanan
keluarga berencana serta kesertaan ber- keluarga berencana;

¢. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal pengelolaan dan distribusi
alat dan obat kontrasepsi, pelayanan keluarga berencana serta kesertaan
ber-keluarga berencana;

d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal pengelolaan dan distribusi alat
dan obat kontrasepsi, pelayanan keluarga berencana serta kesertaan ber-
keluarga berencana; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas
pokok dan fungsinya.

(3) Bidang Keluarga Berencana, membawahi ;
a. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi;
b. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; dan
¢. Seksi Pembinaan & Peningkatan Kesehatan KB,
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Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Perempuan  mempunyai tugas merencanakan

melaksanakan dan - mengkoordinasikan program kegiatan Bidang Pemberdayaan
Perempuan,

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

1.
2.

Melaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan;
Melaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang
Pemberdayaan Perempuan;

Melaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi bidang kualitas hidup
peremf")uan, peran serta perempuan penguatan ekonomi perempuan;

4. Melaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan

Perempuan;

5. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya

Bidang Pemberdayaan Perempuan membawahi ;

b. Seksi Bina Ekonomi Perempuan Kepala Keluarga
c. Seksi Bina Sosial Politik dan Hukum
d. Seksi Bina Kualitas Keluarga

Bidang Perlindungan Anak (PA)
Bidang Perlindungan Anak (PA) mempunyai tugas merencanakan,

melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan Bidang Perlindungan
Anak.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Perlindungan Anak (PA) mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Perempuan
dan Anak;

2. Melaksanakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang
Perlindungan Perempuan dan Anak;

3. Melaksanakan sinkronisasi dan Kegiatan jaringan perlindungan Perempuan dan
Anak;

4, Menyusun Pedoman teknis dan pelaksanaan program Perlindungan Perempuan
dan Anak;

5. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perlindungan Perempuan
dan Anak, pusat Pelayanan Terpadu (PPT) / P2TP2A korban kekerasan,
eksploitasi dan trafficking terhadap perempuan dan anak;
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6. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan perlindungan perempuan
dan anak; dan

7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugas dan fungsinya.
Bidang Pemberdayaan Perempuan membawabi ;

a. Seksi Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan Dasar
b. Seksi Hak Sipil Informasi dan Partisipasi

¢. | Seksi Kesehatan dan Kesejahteran

E.  TUJUAN DAN MANFAAT LAKIP

}Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun dengan tujuan
untuk r‘nempenanggungjéwabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai
unsur genye!enggara Pemerintah, dengan kewenangan pengelolaan sumber daya serta
kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah secara periodik, sehingga dapat
terwujud suatu Kepemerintahan yang Baik (Good Governance).

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan pedoman
pelaksanaan dari Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999, maka Laporan Akuntabilitas
Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak ini diharapkan dapat bermanfaat untuk
1) Mendorong Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menyelenggarakan
tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang
didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang
transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

2) Menjadikan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak yang akuntabel sehingga
dapat beroperasi secara efisien, efeklif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat
dan lingkungannya.

3) Menjadi masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam
rangka meningkatkan kineja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

4) Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
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F. SISTIMATIKA PENYAJIAN

|Fods dgsamya 'Laporan  Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan
mnca;}aian kingrja Dinas  Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
F"emberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama tahun 2019, Capaian
kinerja 2019 tersebut diukur dan diniai berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2019 yang
disusun pada awal tahun anggaran,

:Rencana. Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
be{dayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019 merupakan jabaran dari
Rencana Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pembgrdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2017-2022. Indikator yang
‘ditetapkan "y Rencanal Kinerja ini sedapat mungkin menggambarkan satuan atau
dimensi yang terukur dan operasional, Dengan demikian, penilaian kinerja yang

dilakukan atas dasar Rencana Kinerja ini diharapkan dapat menggambarkan capaian
kuantitatif dari setiap sasaran,

Pem

- Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan
diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di
Masa yang akan datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan
Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019 sebagai berikut :

Bab. I PENDAHULUAN
‘Bab ini berisi tentang pembahasan latar belakar.g, kedudukan tugas

' pokok dan organisasi, susunan organisasi, maksud tujuan dan

 fungsi LAKIP dan isi LAKIP dan sistimatika pelaporan, serta

| permaslahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

Bab. [ PERENCANAAN KINERJA

. Bab ini berisi pembahasan pernyataan Visi Misi, tujuan dan sasaran,

| gambaran rencana kinerja, ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun

| berjalan..

Bab Il AKUNTABILITASI KINERJA

: Bab ini disajikan capian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan

kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran

i kinerja organisési. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis

tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.
Bab IVPENUTUP

. Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta

. langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk

i meningkatkan kinerjanya.
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G. ISU STRATEGIS/ MASALAH UTAMA
Beberapa hal yang berhasil didentifikasi sebagai penyebab dari belum
tercapainya tingkat kinerja yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya SDM dilapangan khususnya ASN PLKB menjadi pilar suksesnya
pelaksanaan program KB,

Belum adanya sistem data base yang valid.

Minimnya anggaran ataupun tidak adanya anggaran untuk urusan
pemberdayaan perempuan,

4. Invalidasi reporting.
Persediaan Logistik tidak berkesinambungan dengan Reporting

1
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BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS ORGANISAS)
1. Pemyataan Visj

Dinas P i
dan P :n:endahan Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
erlin
mnaungan Anak Kabupaten Fiores Timur mendukung Visi Bupati Flores Timur

akni ¢ .
yakni gdaiah Flores Timur Sejahtera dalam Bingkal Desa Membangun Kota
Menata® Dengan mis; :

1. selamatkan orang muda
2. selamatkan infrastruktur
3. selamatkan tanaman rakyat
4. selamatkan laut Flores Timur
5. dan reformasi birokrasi

2. Faktor Penentu Keberhasilan

Pengidentifikasian faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor penting
dalam perencanaan strategis. Hal ini harus dilalui agar Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan
strategis. Faktor-faktor penentu keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan
strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efeklif dan
efisien.

Faktor-faktor penentu keberhasilan tersebut dapat diidentifikasikan antara lain
sebagai berikut :

a. Tersedianya alat dan obat kontrasepsi untuk mendukung keberhasilan Program KB

14

Tersedianya sarana yang mendukung pelayanan KB di Kabupaten Flores Timur.

o

Ketersediaan angggaran yang memadai

a

Adanya regulasi dan kebijakan baik secara Nasional, Provinsi dan Daerah yang
memberikan kekuatan bagi pelayanan KB dan PP di Kabupaten Flores Timur.
e. Tersedianya Data dan informasi
3. Tujuan dan sasaran
Dari Visi dan misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan, selanjutnya diuraikan lebih
lanjut dalam tujuan dan sasaran sebagai kondisi antara sebelum tercapainya Visi dan
Misi.
Tujuan dan sasaran merupakan suatu kondisi yang diharapkan akan terwujud dalam
jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yang akan datang. Rumusan tujuan dan
sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Adalah sebagal berikut:
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NO TUJUAN ~ SASARAN
MISI | : Selamatkan Orang Muda Flores Timur
1. | Terselamat kannya orang muda dari masalah soslal | Mening katkan derajat

budaya

Kesehatan masyarakat

Meningkatnya peran
perempuan. anak serta
perlindung an terhadap
perempua n dan anak

4. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Dari 2 tujuan dan 2 sasaran yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan dalam
strategi atau Cara Mencapai Tujuan dan sasaran. Strategi terdiri dari kebijakan-
kebijakan dan Program-program. Pada Perencanaan Strategis Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak

Kebijakan dan program yang dirumuskan untuk setiap tujuan dan sasaran adalah
sebagai berikut :

Tujuan 1:

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran Kebijakan Program
Mening katkan | Menata kembali Program & kelembagaan. Program Keluarga Berencana
derajat Memberdayakan dan menggerakan
Kesehatan Masyarakat untuk membangun keluarga
masyarakat sejahtera dan berkualitas.

Menggalang kemitraan dan peningkatan | Program Pelayanan
kesejahteraan dan ketahanan keluarga serta | Kontrasepsi
akses dan kulaitas pelayanan KB/KR
Meningkatkan  Promosi,perlindungan ,dan | Program Pengembangan
upaya perwujudan hak-hak reproduksi serta | Pusat informasi dan Konseling
meningkatkan kualitas dan akses informasi | KRR
dan konseling kesehatan reproduksi remaja
Meningkatkan kelembagaan dan jejaring | Program Penyiapan Tenaga
pelayanan KB Pendamping Kelompok Bina
Keluarga
Meningkatnya | Memperkuat kelembagaan, koordinasi dan | Program Keserasian
peran jarigan pengarusutamaan gender dan anak | kebijakan peningkatan
perempuan. dalam perencanaan pelaksanaan dan evaluasi | kualitas anak dan perempuan
anak serta berbagai kebijakan. program di segala
periindung'an pemenuhun komitmen | Program Peningkatan kualitas
terhadap | international,penyediaan data dan staistik | hidup  perempuan  dan
perempuandan |gender serta peningkalan  partisipasi | perlindungan anak
anak Masyarakat
Program Peningkatan dan
peran serta dan kesetaraan
gender dalam pembangunan
Program Peningkatan
Penguatan  Kelembagaan
Pengarusutamaan ~ Gender
dan Anak

a9
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B. PENETAPAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan suatu  hal penting bagi
terselenggaranya manajemen yang baik. Rencana kinerja akan menuntun
manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang
diinginkan, dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengecek apakah
organisasi telah melaksnakan delegasi wewenang yang diamanahkan.

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja
Tahunan yang sangat penting dan perlu dilakukan oleh pimpinan instansi
di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan
memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.
Perencanaan dan penetapan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan
dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari
sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut
diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau
kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan
instansi yang tidak terarah.

Sasaran dan indikator kinerja utama yang diharapkan terwujud pada
tahun 2019 Adalah sebagai berikut:

Penetapan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.

Flores Timur Tahun 2019
SasaranStrategis IndikatorKinerja Target

Meningkatnya Derajat Cakupan Peserta KB Aktif 68%
Kesehatan Masyarakat

Cakupan Akseptor Baru 70%
Meningkatnya Peran Presentase Kasus 20%
perempuan, anak serta Kekerasan Terhadap
perlindungan terhadap Perer_n'pua_n dan anak yang
perempuan dan anak di fasilitasi

Jumlah Lembaga 19

Perempuan dan anak yang | Lemba

dibina ga
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BAB I
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur adalah perwujudan
untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam
mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun
2019 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai
kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi
akuntabilitas kinerrja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan
kegagalan, hambatan/kendala, dan permsalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang
diambil guna mengatasi hambatam/kendala dan permasalahan.

A ANAUSIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu
instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan dalam
mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program
dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrument
pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP).
Pengukur'an kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi dengan capaian
kinefja tahun sebelumnya. Acuan untuk menilai kineria SKPD Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Flores Timur adalah Renstra, RKT 2019 dan Penetapan Kinerfa 2019.
Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan
dan kegagalan capaian kinéq‘a prioritas yang bersifat strategis. Indikator Kinerja Utama
SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perfindungan Anak Kabupaten Flores Timur.
Dalam tshun 2019 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur menetapkan 2
sasaran yang ingin diwujudkan/dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) tahun
2017 - 2022 yaitu :
1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
2. Meningkatnya peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan

anak:

Pencapaian 2 sasaran ini fercermin dalam indikator-indikator sasaran beserta target dan
realisasinya. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2018 dapat dijelaskan sebagal
berikut : |
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Sasaran 1: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran ini dicapai melalul program Keluarga Berencana yang operasionalisasinya

didukung oleh kegiatan-kegiatan :

> Pembinaan Keluarga Berencana

» Penyediaan pelayanan KB dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi

> Peningkatan daya jangkau dan penyuluhan serta penggadaan perlengkapan sarana
kerja

program | Pelayanan Kontrasepsi yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-

kegiatan |

» Dukungan operasional PLKB dan klinik KB

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

' Indikator:Kinerja:

Sasaran

Target Realisasl

Meningkatnya sasaran | Cakupan Peserta KB 68% 65%
PUS yang menjadi | Aktif
peserta KB

‘ Cakupan Akseptor Baru | 70% 75 %

Berdasaqxan data di atas terfihat bahwa, jumlah peserta KB, mengalami Peningkatan
kepesertaan dibanding dengan tahun 2018.

Capalaﬁ Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikator Kinerja ' ' Satuan 1 20181 |

| S : SR v ! Jasis TarQEt'-‘ f::[ 'Rea"saS| ;
‘ 1 Cakl{pan Peset'ta KB % 62,73% 68 65%

i Aktif

2 Cakupan Akseptor Baru % 73,67% 70 75%

b s e

At e o1 e = g ot g o s et

\ ‘ L

Sasaran 2: Meningkatnya peran perempuan. anak serta perlindungan terhadap perempuan dan
anak

Sasaran ini dicapai melalui :

Program pénguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak yang
operasionalisasinya didukung oleh kegiatan:

» Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
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Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi %

Meningkatnya peran | Jumlah Lembaga 19 3 15,78
perempuan. anak serta | Perempuan dan anak | Lembaga
perindungan terhadap | yang di bina
perempuan dan anak

Jumlah Lembaga 28 10 35,71
- Perempuan dan anak
yang di fasilitasi

Lembaga

|
|
|

, . i
Capaian lndjkator Kinerja §asaran Meningkatnya peran perempuan. anak serta
perlin‘dungani terhadap perempuan dan anak

BRI ikl R PR TR 2019 Fg Btk
i:No'' . Indikator Kinerja + | Satuan:| ' 2018 : . # e A
et RS ‘ B pllten Target o Realisasi it (0
' 1. Jumlah Lembaga  Kasus 2 19 3 15,78
Perempuan dan anak
______yang dibina S S U= S
2.  Jumlah Lembaga 5 28 10 35,71

Perempuan dan anak
yang di fasilitasi

.__..._._.__.__../,_..
! |

B. REALISASI ANGGARAN
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Peﬂindungan Anak Kabupaten Flores Timur dalam pelaksanaan anggaran
2019 mengacu pada DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak Kabupaten Flores Timur baik dana
APBD Il dan dana DAK sebesar Rp. 11.686.686.831,- dengan realisasi anggaran sebesar
Rp. 9.316.631.580,- atau sebesar 79,72 %,
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BAB v
| PENUTUP

Dalam tahun 2019, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak Kabupaten Flores Timur telah
melaksanakan - salah satu kewajiban perundang-undangan yaitu menyusun Laporan
Akuntabiltas Kinerja yang menguraikan tentang keberhasilan/kegagalan Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Flores Timur dalam mengelola sumber daya. Sebagaimana telah dijelaskan di muka
bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur menetapkan 2 sasaran yang ingin
diwujudkan/dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2017 - 2022 yaitu :

1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
2. Meningkatﬁya peran perempuan. anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak
Strategi yang dilakukan dalam menangani permasalahan dalam pencapaian indikator
kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlinduingan Anak adalah:

1. Mqlaksanakan bimbingan/pelatihan secara berkala dan berkesinambungan bagi

pefugas lapangan.

2. Memperkuat kerjama sama dengan lembaga - lembaga dalam penyelenggaraan

\
program KB,

3. Mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan alat dan

obgt kontrasepsi.
4. Perlunya penambahan tenaga lini lapangan.
5. Pe}nbentukan forum data base terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan
; an?k serta Adanya kebijakan daerah yang menyangkut tentang perlindungan

perempuan dan anak.
6. Mengaktifkan kembali sistem pelaporan SIMFONI (Pelatihan Sistem Informasi

Online Perindungan Perempuan dan Anak.
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R
DINAS PENGENDALIAN

EAUSASI ANGGARAN
N PENDUDUK DAN KeLY,

PEMBERDAYAAN ARGA BERENCANA,
KA’;ER MPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
UPATEN FLORES TiMy
TAHUN ANGGARAN zm
~— PROGRAMKEGIATAN -
—Yon Program TARGET | REAUSASI | % | ancoARaN | *
B Riminiatra Perk —
o pelayanan 8| Perkantoran ) | 1.796.148.384 | 1636109533 | 91,09] 160.033.851] 891
o T;,“ jaan Jasa Surat Menyural o — - B——
- a]m,,j. penyedunn Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & stk 2.502.000 947500 3787]  1554.500| 62,13
p.;“ edom J262 Pemfan::r;;n dasr;r I::‘nzman Kendaraan Dj f;.mooo 15.482200| 63,71]  8.817.800[ 36,29
egelan p'g—nxudlun mini Keuangan 000,000 3774910 31,46 8.225.090| 68,54
_K;gm . Eﬂid""“ Jasa Kebersinan Kentor 35.118,000]"35.118,000| "100,00 o| 000
e ediaan Alat Tulis Kantor 6.124.000 6.124.000] 100,00 o] 000
o Penyediaan Makanan dan Minuman A ' : - ,
::;':‘an Rapal- Rapal Koordinas dan Konsdiss 38750000 15.715.000] 40,55]  23.035.000| 59,45
161.965.000]  150575.200] 9297| 11.389.800] 7,03
1 eqm,n a1an Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantor 07 ' 0,69)
ram Pel ~ram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur = 17 A00 10005000 991 $.952.000] 049
pmgadaaﬂ Feralalan gedung kantor
an a raan Di o il : -
ﬂm kil foiel ged';::’m‘:“’“" §4.500.000] ~42531.000| 6594] _ 21.969.000] 34,06
] - 11.600.000 11.290.000 97,33 310.000| 2,67
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan =
[Capaian Kinerja dan Keuangan ,
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Realisasi I
g 00 s 20.638.000 20.270.000] 98,22 368.000] 1,7
pm_g‘r;n Keluarga Berencana —
Pembnasn Keluarga Berencana_p, ____ 75,087 200 74.405,000| 85,08 682,200 0,91
_ pen_yemaan Pelayanan KP dan P_endfsmbusmn ALKON 5.881.605.000] 3.992576.600| 67,88| 1.889.028.400| 32,12
Peningkatan Daya Jangkay dan Kualitas Penyuluhan 1.876.244.447| 1.775.324.746| 9452 102.919.701] 5,48
seta Pengadaan Perlengkapan Sarana Kerja
|Review Kemitraan dalam pelayanan Program KBKR 66.898.800 34031500 50,87 32.867.300| 49,13
|Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
]Sosilisas‘ Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 50.610.000 43,408.000] 85,77 7.202.000| 14,23
"[Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak ‘
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 173.370.000 137.329.600| 79,21 36.040.400| 20,79
Pembentukan dan Fasilitasi Perkembangan fomm P2TP2A 108.030.000 67.335.800] 62,33] 40.694.200( 37,67
Program Pelayanan Kontrasepsi
Dukungan Operasional bagi Kinik KB (Kecamatan dan Rumah Saki) 75.653.000]  75.653.000 100,00 o[ 0,00
Dukungan Operasional bagi PLKB 89350000  72.200.000] 8081] 17.150.000( 19,19
TOTAL 11.686.686.831] 9.316.631.589| 79,72| 2.370.055.242| 20,28
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e gis Indikat
Meningkatnya Derajat Kese 2e0r Pnorja Larget
Masyarakal ) hatan | Cakupan Peserta KB Aktif 68%
‘ ——
‘ 1 ‘ Cakupan Akseptor Baru 70%
Meningkatnya Peran perempuan, |Jumiah L
M ' embaga P
anak serta perlindungan terhadap | dan anak yangg?erb?;zmpuan Lerr:t?aga
perempuan dan anak |
Jumlah Lembaga Perempuan 47
dan anak yang difasilitasi Lembaga
‘ Presentase Kasus Kekerasan 20%
; | | Terhadap Perempuan dan
| | anak yang ditangani
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